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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat




Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث sa s es (dengan titik di atas)
ج jim j Je
ح ha h ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh Ka dan ha
د dal d de
ذ zal x zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
ض dad d de (dengan titik di bawah)
ط ta t te (dengan titik di bawah)
ظ za z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah ‘ apostrof
ى ya y ye
xHamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َا fathah A a
ِا kasrah I I
ُا dammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َٔى fathah dan yaa’ Ai a dani






Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama 
َى…│ َا … Fathah dan alif
atau yaa’
A A dan garis di 
atas
ى Kasrah dan yaa’ I I dan garis di atas
ُو Dhammmah dan
waw








Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
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Contoh :
ُﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎَﻔْﻃَﺎْﻟا : raudah al- atfal
ُﺔَﻨْﯾِﺪَﻤﻟاُﺔَﻠِﺿﺎَﻔْﻟا : al- madinah al- fadilah
ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid( )َ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan




ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
َﻢﱢﻌُﻧ : nu”ima
ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.
Contoh :
ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah
xiii
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :
ُﺲﻤﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)




Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 






8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam
xiv
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah.
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :
Fizilaal Al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al- Jalaalah (ﮫّٰﻠﻟا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh :
ِﮫّٰﻠﻟﺎُﻨْﯾِد diinullah ِﮫّٰﻠﻟاﺎِﺑ billaah
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :
hum fi rahmatillaah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
xv
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:
Wa ma muhammadun illaa rasul
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
swt = subhanallahu wata’ala
saw = sallallahu ‘alaihi wasallam
xvi
a.s = ‘alaihi al-sallam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W = Wafat Tahun
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan
berikut :
ص =ﺔﺤﻔﺻ
مد = نﺎﻜﻣ نوﺪﺑ
ﻢﻌﻠﺻ =ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ
ط =ﺔﻌﺒﻃ
ند =ﺮﺷﺎﻧ نوﺪﺑ
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Judul  : Implementasi Pasal 354 KUHP dalam Pemeriksaan Pidana telaah 
terhadap Putusan Nomor 428/Pid.B/2014/PN.MKS Perspektif Hukum 
Pidana Islam
Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 354  
dalam Pemeriksaan Pidana telaah terhadap Putusan Nomor 428/Pid.B/2014/PN.MKS 
Perspektif Hukum Pidana Islam.
Dari pokok masalah tersebut diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu, 1) 
Bagaimana perspektif KUHP dalam tindak pidana penganiayaa ? 2) Bagaimana 
implementasi pasal 354 KUHP dalam pemeriksaan pidana dalam putusan nomor 
428/Pid.B/2014/PN. MKS? 3) Bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang 
tindak pidana penganiayaan berat ?
Jenis penelitian yang digunakann adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif dan Normatif Syar’i. adapun 
sumber data penelitian ini adalah hakim di pengadilan Negeri Makassar dan tahanan 
di Lapas Kelas 1 A Makassar dengan kasus penganiayaan berat. Selanjutnya , metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Kemudian tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, 
yaitu: koding data, editing data,dan reduksi data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku penganiayaan berat yaitu harus memenuhi unsur-unsur rumusan 
tindak pidana penganiayaan berat, adanya bukti serta hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan.
Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Tindak pidana penganiayaan berat dapat 
membahayakan bagi tubuh dan jiwa dan telah diatur dalam KUHP maupun dalam 
hukum pidana Islam maka dari itu kita sebagai manusia yang menjujung tinggi moral 
dapatlah kita pahami dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari tindak penganiayaan 
berat tersebut agar terciptanya suatu tatanan sosial yang harmonis dalam 
bermasyarakat.2) Penganiayaan pada tubuh manusia dapat diminimalisir apabila 
setiap warga negara Indonesia lebih mengetahui dan mengerti apa yang dinamakan 
dengan hukum yang terdapat dalam KUHP. Pemerintah lebih dituntut untuk 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga setiap orang lebih mengerti 
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dengan hukum, 3) dalam menjatuhkan putusan, Hakim  haruslah juga melihat segi 
sosiologis apakah terdakwa melakukan tindak penganiayaan berat karena adanya 
faktor eksternal dari pelaku ataukah hanya sekedar luapan emosi yang tak terkendali 
sehingga  berujung pada tindakan kriminal.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan Negara yang didasarkan atas hukum, tidak 
didasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung pengertian bahwa Negara, 
(termasuk didalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga Negara) 
dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 1 Hal ini merujuk pada kondisi hukum di 
Indonesia masih memperhatinkan yang terlihat dari berbagai tindak 
kekerasan,diskriminasi dan kesewenang-wenangan.
Hukum Pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam 
suatu Negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata 
masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya 
untuk menunjang seluruh sistem kehidupan didalam masyarakat. Sering dikatakan 
bahwa pidana merupakan ultimum remedium atau obat terakhir. Tetapi tidak 
demikian halnya “penuntutan pidana”. Penuntutan pidana tidak mesti berakhir dengan 
penjatuhan pidana. Penuntutan pidana ternyata bermanfaat pula untuk menyelesaikan 
pelanggaran hukum pidana.2
                                                          
1Abdul Salam Siku, Perlindungan HAM Saksi dan Korban dalam Peradilan Pidana, (Jakarta 
Selatan: Rabbani Press, 2012), h. 2.
2Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. V.
2Dari sudut obyek kejahatan, tindak pidana-tindak pidana dalam KUHP ini 
dapat dibedakan ke dalam (a) kelompok kejahatan dan yang berhubungan dengan 
benda-benda (kebendaan) sebagai obyek hukum, dan (b) tindak pidana-tindak pidana 
terhadap dan yang berhubungan dengan subyek hukum (orang dan badan). Kejahatan 
terhadap tubuh dan nyawa ini termasuk pada kelompok yang disebutkan kedua.3
Tindakan “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan 
bersama-sama atau berkelompok seperti tawuran pelajar, sangat mengganggu 
ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarkat. Tampaknya kesadaran 
hukum akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia 
semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga 
perilaku “berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain”  sudah semakin tidak 
kelihatan.
Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencangkup 
seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah 
dan mencangkup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan 
dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum 
pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada 
sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan berada diluarnya.
Dilihat dalam garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber 
utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari 
hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:
                                                          
3Adami Chazami, kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta:PT RajaGrafindo 
Persada,2001), h.Vii.
31. Aturan umum hukum pidana dan (yang dilakukan/berhubungan dengan) 
larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negativ) 
tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang 
melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si 
pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada 
larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui 
alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang 
disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha 
Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap 
pidana dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus 
dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha 
melindungi dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum 
pidana tersebut.4
Stetsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab 
ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai 
hal-hal tertentu dalam beberapa pengaturan, yakni:
1. Reglemen penjara (Stb 1917 No.708) yang telah diubah dengan LN 1948 
No.77);
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749)
3. Reglemen Pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741)
                                                          
4Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan, Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana) (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,2002), h.1.
44. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.5
Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin 
memainkan perannya, orang menjadi aniaya (zhalum) dan bodoh (jahl), bukannya 
mengikuti petunjuk yang dianugrahi oleh Allah sang Pencipta melalui Rasul dan 
Nabi-Nya sepanjang masa. Tidak ada masalah betapapun baharunya suatu 
masyarakat, tindak pidana tetap dilakukan dan berbeda menurut tingkatannya. Karena 
itu kita perlu meneliti masalah-masalah kriminal ini dan sebab-sebab yang 
mempengaruhi, meneliti psikologi dan sifat dasar  mereka yang melakukan tindak 
pidana untuk mencegah meningkatnya rata-rata kriminalitas dimasa yang akan 
datang. Dimanapun, masyarakat perlu disalahkan, juga struktur kemasyarakatan, 
pemimpin serta anggota masyarakat yang membantu dan merangsang timbulnya 
tindak pidana tertentu.6
Hukum pidana Islam mengenal asas ini secara substansial sebagaimana
disebutkan dalam Al-Quran mengatakan dalam QS al nisa/4 :92, yaitu:
       
    
Terjemahnya:
                                                          
5Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan, Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana), h.25.
6Abdur Rahman I Doi, Syari’ah The Islamic Law, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman,
Hudud dan Kewarisan (Syari’ah II) (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 1996), h.1.
5Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).7
Kekerasan, penganiayaan dan kejahatan yang terjadi diberbagai belahan 
bangsa ini menjadi potret yang sangat menakutkan bagi kehidupan masyarakat. 
Sementara penyelesaian kasus kasus kekerasan itu semakin tidak memberikan rasa 
keadilan dan rasa aman. Disaat seperti inilah masyarakat membutuhkan suatu sistem 
hukum untuk menanggulangi kejahatan yang betul-betul melindungi dan memberi 
rasa aman. Sayangnya, ketika orang berbicara hukum pidana Islam dan sanksinya 
terlanjur bersikap apriori. Sementara, kalangan akedemisi dan dunia hukum telah 
terjadi ketidakadilan ilmiah terhadap hukum pidana Islam .8 hukum ini tidak dilihat 
sebagai sebuah sistem hukum yang bisa menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan, 
malah dianggap sebagai sistem hukum yang ketinggalan zaman.
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian
1. Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penyusun akan mendeskripsikan beberapa variabel yang 
dianggap penting :
a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap 
perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang 
disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.9
                                                          
7Kementerian  agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Cet. I; Bandung: Syamil Quran, 
2012), h. 516.
8Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan perspektif Hukum Pidana islam, (t.t. Alauddin 
University Press, t.th), h. 4.
9M. Marwan dan Jimmy P, “Kamus Hukum” (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 608.
6b. Penganiayaan berat atau luka berat menurut pasal 90 Luka berat berarti: a)  jatuh 
sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, 
atau yang menimbulkan bahaya maut;  b)  tidak mampu terus-menerus untuk 
menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; c)  kehilangan salah satu 
pancaindera; d) mendapat cacat berat;  e) menderita sakit lumpuh; f)  
terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;  g)  gugur atau matinya 
kandungan seorang perempuan10
c. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di 
Indonesia11
2. Fokus penelitian
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, skripsi ini melalukan penelitian 
lapangan di Pengadilan Negeri Makassar dan Lapas Kelas 1 A Makassar.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas  maka pokok permasalahan 
adalah bagaimana hukum suatu tindak pidana penganiayaan berat menurut KUHP
dan hukum pidana Islam selanjutnya penyusun jabarkan dalam sub masalah sebagai 
berikut:
1. Bagaimana perspektif KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat ?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang tindak pidana 
penganiayaan berat ?
                                                          
10Wirjono Prodjodikoro,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Cet. IV: Bandung: PT 
Refika Aditama, 2012), h. 69.
11http://www.edukasippkn.com/2015/10/definisi-pengertian-kuhp-kitab undang..html?=1 
(diakses  pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 11.30).
73. Bagaimana Implementasi pasal 354 KUHP dalam pemeriksaan pidana dalam 
Putusan Nomor 428/Pid.B/2014/PN.MKS ? 
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Implementasi pasal 354 
KUHP dalam pemeriksaan pidana telaah terhadap Putusan Nomor 
428/Pid.B/2014/PN.MKS perspektif hukum pidana Islam. Ada banyak literatur yang 
membahas mengenai permasalahan tersebut terutama buku-buku mengenai kejahatan 
terhadap nyawa dan tubuh. Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok 
kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan 
yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Leden Marpaung, dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh 
(Pemberantasan dan Prevensinya) buku ini membahas macam-macam 
pembunuhan dan penganiayaan beserta lampiran dan masalah prevensi. 
2. Adami Chazawi, dalam bukunya Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa buku 
ini membahas dengan memberikan gambaran utuh tentang aspek hukum positif 
khususnya terhadap kejahatan-kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang yang 
ditinjau dari doktrin-doktrin hukum yang ada sekaligus penerapanya dalam 
berbagai praktik hukum.
3. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh & Kesehatan buku ini menjelaskan tentang delik-delik khusus masalah 
kejahatan yang paling banyak terjadi sehari-hari, serta kejahatan lain-lain yang 
membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan.
84. Hamzah Hasan dalam bukunya Hukum pidana Islam 1 membahas tentang 
tindak pidana dalam hukum Islam beserta sanksi yang diberikan terhadap 
pelaku disertai dalil dan hadis.
5. Kurniati dalam bukunya hak asasi manusia dalam perspektif hukum pidana 
Islam dalam buku ini membahas perbandingan antara HAM dalam Islam 
dengan HAM Konsep Barat, bagaimana keduanya  mengulas tentang manusia 
dengan konsep-konsep hak asasi manusia diantaranya hak hidup, hak memiliki, 
hak beragama, hak kebebasan berpendapat dan lain-lain.
6. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya hukum pidana Islam membahas tentang  
fikih Jinayah dan macam-macam jarimah yang berkaitan dengan masalah 
perbuatan yang dilarang dan hukumanya dan menjelaskan substansi hukum 
pidana Islam sebagaimana yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya.
Berdasarkan beberapa literatur yang membahas penganiayaan dalam hukum
pidana Islam dan KUHP terdapat beberapa kesamaan mengenai unsur dan  jenis  
tindak penganiayaan dan hukuman dari hasil peneltian diatas dapat disimpulkan 
belum ada yang membahas secara khusus tentang masalah yang akan peneliti teliti 
yakni Implementasi pasal 354 KUHP dalam pemeriksaan pidana telaah terhadap 
Putusan Nomor 428/Pid.B/2014/PN.MKS perspektif hukum pidana Islam
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2  tujuan yang 
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui perspektif KUHP tentang tindak penganiayaan berat 
9b. Untuk mengetahui Implementasi pasal 354 KUHP dalam pemeriksaan pidana 
dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2014/PN.MKS.
c. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam tentang tindak penganiayaan 
berat.
2. Kegunaan 
a. Kegunaan teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, untuk 
menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana .
b. Kegunaan praktis
Penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 
terhadap penyebab tindak pidana penganiayaan berat yang marak terjadi di 
masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat lebih mudah menganalisa kasus-kasus 
yang terjadi di dalam masyarakat dan mampu memberikan sumbangsih terhadap 




A. Tinjauan Tindak pidana Penganiayaan Berat dalam KUHP
1. Pengertian Tindak Pidana dalam KUHP
Untuk memberikan gambaran sejauhmana rancangan KUHP merespon nilai-
nilai yang berkembang dalam masyarakat tentang perbuatan mana yang dapat 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana, berikut ini dikemukakan batasan/pengertian 
tindak pidana yang dirumuskan dalam rancangan KUHP baru. 
Dalam rancangan KUHP baru tahun 2004 batasan/pengertian tindak pidana 
diatur dalam Bab II buku kesatu mulai pasal 11 sampai dengan pasal 29. Di dalam 
ketentuan pasal 11 (1) rancangan KUHP baru batasan/pengertian tindak pidana 
dirumuskan sebagai berikut.
“Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana”1
Dengan melihat batasan/pengertian tindak pidana sebagaimana ditentukan 
dalam pasal 11(1) RKHUP diatas tersimpul, bahwa tindak pidana dapat berupa 
perbuatan yang bersifat positif (berbuat) dan perbuatan yang bersifat negatif (tidak 
berbuat) yang dilarang sebagaimana diancam dengan pidana. Dengan batasan seperti 
itu, maka batasan pengertian tindak pidana dalam RKUHP baru menganut pandang 
dualistis tentang perbuatan pidana. Ketentuan pasal 11 (1) RUKHP baru hanya 
                                                          
1t.p., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: 
UMM Press, 2009), h. 113.
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merumuskan sifat dilarangnya perbuatan dalam rumusan tindak pidana, tidak 
merumuskan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pasal 11 (1) RKUHP 
hanya memuat unsur Criminal act. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikutipkan 
rancangan penjelasan resmi pasal 11(1) RKHUP baru yang menyatakan :
“Hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan pembuatnya 
(daad-dader-starfrecht). Perbuatan dan pembuatanya menjadi dasar 
hukum pidana. Diatas dasar itulah dibangun asas legalitas dan asas 
kesalahan. Dengan demikian tindak pidana dan pertanggungjawaban
pidana memeperoleh kontur (garis bentuk/pokok ciri-ciri, pen) yang jelas. 
Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan sebagai ukuran untuk menentuan, 
suatu perbuatan disebut sebagaimana tindak pidana. Perbuatan yang 
dimaksudkan baik meliputi perbuatan melakukan atau tidak melakukan 
perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan 
perbuatan “tidak melakukan” termasuk perbuatan lalai (nalaten) dalam 
rangka mencegah suatu akibat yang merupakan unsur atau bagian dari 
suatu tindak pidana. Pencegahan akibat dari tindak pidana itu pada 
hakikatnya merupakan kewajibannya menurut hukum kecuali atas alasan 
yang demikian meyakinkan dan dapat diterima berdasarkan pertimbangan 
akal yang wajar. Melalaikan pencegahan disini mempunyai nilai yang 
sama dengan melakukan suatu tindak pidana, meskipun dalam perspektif 
dalam yang berbeda”.2 Yaitu bahwa perbuatan tersebut haruslah 
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Walaupun sanksi tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi 
atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak bersifat 
memaksa. Karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran, ataupun celaan 
dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak 
senang untuk melanggarnya.3
                                                          
2t.p., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, h. 114.
3Chainur Arrasyid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.24.
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Menurut pandangan Remenlik. Dalam hal ini Remenlik menyatakan bahwa 
sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada asasnya hanya akan 
dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah 
tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok4. Sekalipun 
perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. 
Penganiayaan atau pembunuhan kata Wiryono adalah dua masalah yang 
sangat erat hubungannya antara satu sama yang lain. Hal ini dapat dimengerti oleh 
karena praktek menunjukan sekian banyak pembunuhan yang didahului dengan 
penganiayaan. Atau terdapat pula sekian banyak penganiayaan yang membawa 
kematian. Atau menurut Wiryono pula terdapat sekian banyak kasus primair 
dituduhkan sebagai melakukan pembunuhan dan secara subsidair dituduhkan sebagai 
penganiayaan yang menyebabkan kematian.5
2. Jenis-Jenis Penganiayaan dalam KUHP
Manusia dikodratkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, dan agar
dalam membina hubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya tidak terjadi 
konflik, maka manusia memerlukan nilai-nilai atau norma-norma baik hukum 
maupun non hukum .
Pengertian penganiayaan yang dimuat kamus besar bahasa Indonesia tersebut 
adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau 
                                                          
4Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung; PT Refika Aditama, 
2011), h.2
5Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, (Cet.II; Jakarta, 1983), 
h.158.
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“batiniah”. Peganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah berkenan 
dengan tubuh manusia.
Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu 
sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam 
pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, perasaan tidak 
enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, “rasa Sakit’ 
misalnya mencubit, mendupak, memukul “luka” misalnya mengiris, memotong, 
menusuk dengan pisau, “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan 
berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.6 Yang 
akibatnya merupakan tujuan si petindak.
Mr. M.H. Tirtaamidjajam membuat pengertian “penganiayaan” sebagai 
berikut.
“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada 
orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka 
pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan 
itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan………..”(pokok-pokok 
hukum pidana, Fasco,Jakarta,19955,174)7 . Hal itu tidak dianggap sebagai 
unsur delik (atau perbuatan pidana)
Ilmu pengetahuan (doktrine) mengartikan “penganiayaan” sebagai berikut .
“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau 
luka pada orang lain”
Menurut Satochid Kartanegara  penganiayaan diartikan sebagai perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel)
                                                          
6Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Cet. I; 
Jakarta: PT. Fajar Intrapratama Mandiri, 2014), h. 97. 
7Leden Marpaung, Tindak Terhadap Nyawa Tubuh  (Pemberatasan Dan Prevensinya), 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.5.
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pada tubuh orang lain. 8
a. Tindak pidana penganiayaan dalam Bentuk Pokok
Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, 
yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat (1)  sampai dengan 
ayat (5) KUHP dan yang rumusannya berbunyi sebagai berikut .
1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan 
delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah 
(sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh maka orang yang
bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabakan kematian, maka orang yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.
Dari rumusan Pasal 351 KUHP di atas itu orang dapat mengetahui, bahwa 
undang-undang hanya berbicara mengenai pembiayaan tanpa menyebutkan unsur-
unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa 
kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.
Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan 
rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
                                                          
8Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, (Cet V; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2010 ), h.10.
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Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan 
penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau 
suatu kesengajaan untuk:
a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai 
opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang 
lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.9
Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 3 (tiga) jenis penganiayaan biasa yakni:
1. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
3. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.10
b. Tindak pidana penganiayaan Ringan
Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu oleh 
pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, 
yang rumusanya berbunyi sebagai berikut.
1. Diluar hal-hal seperti yang diatur dalam pasal 353 dan Pasal 356 KUHP,
penganiayaan tidak menyebabkan sakit atau hambatan dalam pelaksanaan 
tugas-tugas jabatan atau kegiatan-kegiatan pekerjaan dipidana sebagai 
penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau 
dengan pidana penjara denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: 
                                                          
9P.A.F. lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan, h. 131-132.
10Leden marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberatasan dan 
Prevensinya), h. 52.
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empat ribu lima ratus rupiah). Pidana tersebut dapat diperberat dengan 
sepertiga jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya 
atau yang membawa pada dirinya.
2. Percobaan untuk melakukun kejahatan ini tidak dapat dipidana.
Dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut 
diatas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana 
penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai 
berikut.
a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu.
b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 
1) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri atau terhadap 
anaknya sendiri,
2) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalakan tugas jabatannya 
secara sah,
3) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau 
kesehatan manusia.
c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam 
melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 
pekerjaannya.11
                                                          
11P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan,  h. 143-145.
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c. Tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu
Tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu itu oleh 
pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat
(3) KUHP  yang rumusannya berbunyi sebagai berikut.
1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana 
dengan pidana penjara selama-selamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang 
bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu menyebabkan meningalnya orang lain, maka ia dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
Satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur 
dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP itu ialah unsur voorbedachte raad yang oleh para 
penerjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata 
direncanakan lebih dulu.
Menurut prof. Simons, unsur voorbedchte raad itu dianggap sebagai telah 
dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan 
terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah 
memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang 
dapat timbul dari perbuatannya itu.
Unsur lain yang tidak kalah pentingnya didalam rumusan tindak pidana yang 
diatur dalam pasal 353 KUHP itu ialah unsur luka berat atau rumusan zwaar 
lichamelijk letsel, yakni yang terdapat di dalam rumusan Pasal 353 ayat (2) KUHP.
Undang-undang sendiri ternyata telah tidak memberikan penjelesannya 
tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, akan tetapi dalam Pasal 90 
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KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada 
tubuh atau kedalam pengertian zwaar lichamelijk letsel, masing-masing sebagai 
berikut :
a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara 
sempurna atau menimbulkan bahaya bagi nyawa,
b. Ketidakcakapan untuk melakukan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus 
menerus,
c. Kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindra,
d. Lumpuh,
e. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan
f. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita.
Keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP di situ bukan 
merupakan keseluruhan keadaan yang dapat dimasukkan kedalam pengertian luka 
berat pada tubuh, karena hakim mempunyai suatu kebebasan untuk menganggap 
setiap keadaan yang  merugikan bagi tubuh, yang menurut pengertian tata bahasa 
dapat dianggap demikian. Akan tetapi sebaliknya pengertian dari luka berat pada 
tubuh itu tidak boleh ditafsirkan secara terlalu luas, hingga akan dapat dimasukkan 
juga ke dalam pengertian, yakni suatu luka yang hanya mempunyai akibat sementara 
dan yang sejak semula telah diperkirakan tidak akan menimbulkan suatu bahaya.12
                                                          
12P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan,  h.148-151.
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d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiyaan berat oleh undang-undang 
itu, oleh pembentuk undang-undang yang telah di atur dalam pasal 354 ayat (1) dan 
ayat (2) KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:
1. Barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan orang lain medapatkan luka 
berat pada tubuhnya, karena bersalah telah melakukan penganiayaan berat, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang 
bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.13.
Hal tersebut juga telah diputuskan oleh Hoge Rad dengan mengatakan sebagai 
berikut:
“Untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu percobaan 
penganiayaan berat diisyaratkan, bahwa orang tersebut harus mempunyai 
opzet untuk mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain, kemudian opzet
tersebut, harus telah menjelma dalam suatu permulaan pelaksanaan dari 
suatu tindakan, yang seandainya tindakannya itu selesai dapat 
mendatangkan luka berat”.14
e. Tindak Pidana Penganiayaan berat dengan direncanakan Lebih Dulu
Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat dengan 
direncanakan lebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 
355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut.
1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
                                                          
13P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan,  h.159.
14P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan, h. 173.
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2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu yang 
diatur dalam Pasal 354 KUHP itu merupakan suatu penganiayaan berat dengan 
pemberatan, yakni sama dengan tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam 
Pasal 354 KUHP, yang karena didalamnya terdapat suatu unsur yang memberatkan 
maka pidana yang diancam terhadap pelakunya menjadi diperberat.
Unsur yang memberatkan itu ialah dengan direncanakan lebih dulu. Ini juga 
berarti bahwa dengan direncanakan lebih dulu dalam pasal 355 KUHP itu ialah bukan 
merupakan unsur dari tindak pidana penganiayaan berat dan bukan pula merupakan 
suatu keadaan yang membuat pelakunya menjadi dapat dipidana, melainkan ia 
merupakan suatu pembentuk undang-undang, ia merupakan suatu keadaan pribadi 
yang membuat pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya menjadi diperberat, yakni
istilah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan 
pidana seperti yang diatur dalam Pasal 58 KUHP.15
f. Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku 
dari tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan 
Pasal 355 KUHP
1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, 
istrinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat ketika atau menjalankan 
tugasnya yang sah.
                                                          
15P.A.F. lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan, h.174-175.
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3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.16
g. Pidana tambahan pada tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana 
penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu
Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 353 
dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4.17
h. Tindak Pidana Keturutsertaan Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Yang 
Dilakukan Oleh Beberapa Orang 
Pasal 358
Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian 
dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa 
yang khusus dilakukan olehnya, diancam:
1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat 
penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang 
mati.18
3. Unsur-unsur penganiayaan berat dalam KUHP
Pada tindak pidana penganiayaan berat hal ini telah diatur dalam rumusan 
undang-undang dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi
                                                          
16P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan,  h.177.
17P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan,  h.195.
18Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata (KUHP, 
KUHAP, & KUHPdt), h.84-85.
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(1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan 
tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.19
Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
a. Adanya kesengajaan 
b. Adanya perbuatan
c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
2) Lukanya tubuh
d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya20
Yang dimaksud dengan kata perbuatannya didalam rumusan pasal 354 ayat 
(2) KUHP diatas itu ialah kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat 
pada tubuh orang lain itu sendiri oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi 
sebagai penganiayaan berat, hingga apabila orang berusaha menjabarkan ketentuan 
pidana tentang penganiayaan berat yang dirumusakn dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP 
itu dalam unsur-unsur, maka orang akan mendapatkan pembagian dari unsur-
unsurnya sebagai berikut.
a. Unsur subjektif : opzettelijk atau dengan sengaja.
b. Unsur objektif : 
                                                          
19t.p., Buku Luks KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana), (Cet.I; Jogjakarta: Harmoni, 2013), h.168. 
20Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, (Cet.V; Jakarta: PT RajaGrafindo, 
2010), h. 12.
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1) tobrengen atau menyebabkan ataupun mendatangkan,
2) Zwaar lichamelijk letsel atau luka berat pada tubuh,
3) Een ander atau orang lain,
4) Ten gevolge hebben atau yang mengakibatkan, dan 
5) den dood atau kematian.21
Opzet dari pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka 
berat pada tubuh orang lain. Jadi, berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 
(2) KUHP di mana undang-undang hanya menghendaki suatu penganiayaan itu akibat 
berupa timbulnya luka berat pada tubuh orang lain, maka di dalam ketentuan pidana 
yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP itu, undang-undang telah 
mensyaratkan, bahwa pelaku memang telah menghentikan (willens) untuk melakukan 
suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan iapun harus 
mengetahui (wetens) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut:
a. Ia telah bermaksud untuk menimbukan luka berat pada tubuh orang lain
b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti (seker) akan mendapat luka berat pada 
tubuhnya, dan 
c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (mogelijk) akan mendapat luka berat 
pada tubuhnya .22
                                                          
21P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan,  h.159-160.
22P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan,  h.161.
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B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Hukum 
Pidana Islam 
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum pidana Islam
Perbuatan manusia dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada 
sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, 
seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda 
dan lainnya, di bahas dalam jināyah. Dalam kitab-kitab klasik , pembahasan masalah 
jinayat ini hanya di khususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran 
(objek) badan dan jiwa saja. Adapun perbuatan dosa selain sasaran badan dan jiwa, 
seperti kejahatan terhadap harta, agama, Negara dan lain-lain tidak termasuk dalam 
jinayat. Ulama-ulama Muta’akhirin menghimpunya dalam bagian khusus yang 
dinamai Fikih Jinayat, yang dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam. Didalamnya 
terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan 
berbagai sasaran badan, jiwa, harta, benda , kehormatan, nama baik Negara, tatanan 
hidup dan lingkungan hidup.
Pembahasan terhadap masalah yang sama dalam ilmu hukum, dinamai hukum 
pidana yang merupakan terjemahan bahasa belanda, strafrecht . Buku atau kitab yang 
memuat rincian perbuatan pelanggaran atau kejahatan dan hukuman yang 
diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut dinamakan kitab undang-undang 
hukum pidana (KUHP) atau dalam bahasa aslinya dikenal sebagai Wetboek van 
strafrecht. 
Dalam mempelajari fikih jināyah ada dua istilah penting yang terlebih dulu 
harus dipahami sebelum mempelajari materi pertama adalah istilah jināyah itu sendiri 
dan kedua adalah jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan 
25
arah yang sama, selain itu istilah yang satu menjadi muradif (sinonim) bagi istilah 
lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian, kedua istilah berbeda 
dalam penerapan kesehariannya. Dengan demikian kedua istilah tersebut harus 
diperhatikan dan dipahami agar penggunaanya tidak keliru.
Jināyah adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jināyah adalah 
masdar (kata asal) dari kata kerja (fi’l madhi) janaa yang mengandung arti suatu 
kerja yang diperuntukan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. 
Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan jaani yang merupakan bentuk singular
bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad mudzakkara sebagai pembuat kejahatan atau 
isim failnya. Adapun satuan pelaku kejahatan wanita adalah jaaniah yang artinya dia 
(wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si 
jaani atau si jaaniah atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku 
dinamai mujnaa alaih atau korban.
Jadi pengertian jināyah adalah semua perbuatan yang diharamkan perbuatan 
yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara’ (Hukum 
Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsukuensi 
membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.23
Menurut aliran (mahsab) Hanafi, ada pemisah dalam pengertian jināyah ini. 
Kata jināyah hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia 
dengan objek anggota badan jiwa saja, seperti melukai atau membunuh. Adapun 
perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan  dengan objek atau sasaran 
barang atau harta benda dinamakan ghasab. Oleh karena itu, pembahasan mengenai 
                                                          
23Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Cet I; Bandung; CV Pustaka Setia, 
2000), h.12.
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pencurian dipisahkan dari pembahasan jināyah yang hanya membahas kejahatan atau 
pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan. Jadi pembahasan tentang jināyah di 
khususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan. Adapun aliran baru dari 
mahsab lain seperti aliran As-Syafi’i, Maliki dan Ibnu Hambal. Tidak mengadakan 
pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan 
terhadap benda diatur (pencurian dan kejahatan terhadap harta benda lainnya), oleh 
karena itu, pembahasan keduanya (kejahatan terhadap anggota badan, jiwa dan harta 
benda) diperoleh dalam jināyah. Istilah yang kedua adalah jarimah, pada dasarnya, 
kata jaramah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian 
jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian jināyah.24
Dalam hal ini seperti halnya kata jināyah kata jarimah pun mencangkup 
perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun 
pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang 
jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau 
seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut perturan harus dia kerjakan.
Dari keterangan diatas, maka dapat ditarik kesimpuan bahwa setiap jināyah
itu harus memiliki rukun-rukun umum yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Nash yang melarang, perbuatan atau mengancam hukuman terhadapnya dan 
unsur ini biasa disebut “unsur formil” (rukun Syar’i).
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-
perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, dan ini biasa disebut, “unsur 
materil” (rukun maddi).
                                                          
24Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h.13.
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c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini biasa 
disebut “unsur moril” (rukun adabi).25
Jarimah, biasa dipakai sebagai perbuatan dosa-bentuk , macam, atau sifat dari 
perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau 
perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan 
istilah jarimah yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. 
Oleh karena itu, kita menggunakan istilah jarimah pencuruian, jarimah pembunuhan, 
jarimah perkosaan, dan jarimah politik dan bukan istilah jināyah pencurian, jināyah
pembunuhan, jināyah perkosaan, dan jināyah politik.
Dari uraian diatas dapat kita ambil pengertian bahwa kata jarimah identik 
dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau 
pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, jarimah diistilahkan dengan delik atau 
tindak pidana. Dalam hukum positif juga dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa 
pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama 
dengan delik. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa Belanda, strafbaar felt. 
Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara 
umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali di kaitkan terhadap korupsi yang 
dalam undang-undang biasa dipakai istilah perbuatan pidana.
Adapun dalam pemakaian katanya kata jināyah lebih mempunyai arti lebih 
umum (luas), yaitu di tujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan 
kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh 
                                                          
25Abdi Wijaja, Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut mazhab Empat (Telaah Konsep 
Hudud), (Cet. I; Makassar, t.th), h. 21.
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karena itu, pembahasan fikh yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran, 
dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut 
Fiqih Jināyah dan bukan Fiqih Jarimah.
Jarimah terbagi atas empat yaitu:
1) Jarimah diat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diat. Diat adalah 
hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. 
Jarimah yang termasuk jarimah diat adalah pembunuhan tidak disengaja dan 
peganiayaan tidak disengaja.
2) Jarimah udud yaitu jarimah yang diacam dengan hukuman had. Had adalah 
hukuman yang telah ditentukan oleh Al-Quran atau Hadis, sekaligus tidak 
dapat diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan oleh manusia. Jarimah
yang termasuk jarimah hudud yaitu berzina, qadzaf, meminum minuman 
keras, mencuri, merampok, murtad, dan memberontak.
3) Jarimah qia yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qia  . 
Qia ialah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Jarimah
yang termasuk jarimah qia adalah pembunuhan sengaja dan 
penganiayaan sengaja.
4) Jarimah takzir yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Sejumlah 
jarimah takzir disebutkan didalam nash, tetapi mengenai sanksinya 
diserahkan kepada penguasa. Beberapa contoh jarimah takzir anatara lain 
memakan riba, menggelapkan uang, memaki-maki orang lain, menyuap, 
mengurangi timbangan, bersaksi palsu, menjadi mata-mata musuh, dan 
berjudi.26
                                                          
26Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h.100-101.
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Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa 
kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya secara etimologis, kedua 
istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta di tunjukkan bagi 
perbuatan yang berkonotasi negativ, salah atau dosa. Adapun perbedaanya terletak 
pada pemakaian arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu 
digunakan.27
2. Jenis-jenis Penganiayaan dalam hukum pidana Islam
Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa 
ini, yaitu:
a. Ditinjau dari segi niatnya
1) Ditinjau dari segi niatnya
Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi 
kepada dua bagian.
a) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja.
b) Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja.
Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, “Perbuatan sengaja 
adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud 
melawan hukum”
Dari definisi tersebut dapat diambil suatu asumsi bahwa dalam tindak pidana 
atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang 
dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain. Sebagai 
                                                          
27Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia: 2000), 
h. 15.
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contoh, seseorang yang dengan sengaja melempar orang lain dengan batu, dengan 
maksud supaya batu itu mengenai badan atau kepalanya.
Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan atau karena kesalahan, 
adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi 
tidak ada maksud melawan hukuman hukum”
Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak 
pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan 
suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk 
mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang 
terkena oleh perbuatannya itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu 
dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut 
mengenai orang yang lewat dan melukainya.
Pembagian sengaja dan tidak sengaja (al-khatha’) dalam tindak pidana atas 
selain jiwa, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Sepertinya halnya dalam tindak 
pidana atas jiwa, Syaf’iyah dan Hanbaliah berpendapat bahwa dalam tindak pidana 
atas selain jiwa, juga ada pembagian yang ketiga, yaitu syibhul’amd atau menyerupai 
sengaja. Contohnya, seperti seseorang yang menempeleng muka orang lain dengan 
tempelengan yang ringan, tetapi kemudian terjadi pelukaan dan perdarahan. Contoh 
kasus semacam ini menurut mereka tidak termasuk sengaja, melainkan menyerupai 
sengaja, karena alat yang digunakan , yaitu tempelengan ringan, pada galibnya tidak 
akan menimbulkan pelukaan atau  perdarahan. Namun dalam segi hukumnya mereka 
menyamakan dengan tidak sengaja (al-Khatha’).
Walaupun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dalam substansi 
perbuatannya maupun dalam hukumnya, namun dalam kebanyakan hukum dan 
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ketentuannya, keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu, dalam 
pembahasannya, para fuqaha menggabungkannya sekaligus. Hal ini karena dalam 
tindak pidana atas selain jiwa, yang dilihat adalah objek atau sasarannya, selain
akibatnya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.28
b. Ditinjau dari luka objek/sasarannya
Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa, baik 
sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian.
1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya
Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan 
perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota 
badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk 
pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, 
pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot,
kumis, bibir kemaluan, perempuan, dan lidah.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.
Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari 
badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila 
anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka 
perbuatannya termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang 
termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, 
penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.
                                                          
28Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.181
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3. Asy-yajjaj 
Yang dimaksud dengan asy- yajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian 
muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk 
kelompok keempat, yaitu jirah.
Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa yajjaj   adalah pelukaan pada 
bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. 
Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk yajjaj , tetapi ulama lain 
berpendapat bahwa yajjaj ,tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa yajjaj 
adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ 
tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, 
seperti mata, telinga, dan lain-lain tidak termasuk yajjaj .
Menurut Imam Abu Hanifah, yajjaj itu adalah sebelas macam.
a) Al-kharihah, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai menghilangkan 
darah.
b) Ad-Dami’ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan perdarahan, tetapi darahnya 
tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.
c) Ad-Damiyah,  yaitu pelukaan yang yang mengakibatkan mengalirkan darah.
d) Al-Bahi’ah, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
e) Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam daripada Al-
Bahi’ah.
f) Al-simhaq, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga 
kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. Selaputnya itu sendiri 
disebut juga shimhaq .
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g) Al-Muhihah, yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau 
merobek selaput tresebut dan tulangnya kelihatan.
h) Al-Hayimah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau 
memecahkan tulang.
i) Al-Munqilah, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi 
sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
j) Al-Ammah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada ummud 
dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak.
k) Al-Ḍamighah, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak 
sehingga otaknya kelihatan.
Menurut Abdurrahman Al-jaziri, sebenarnya jenis yajjaj yang disepakati 
oleh para fuqaha adalah sepuluh macam, yaitu tanpa memasukkan jenis yang 
kesebelas, yaitu Al-Ḍamighah,. Hal ini karena  Al-Ḍamighah, itu pelukaan merobek 
selaput otak, sehingga karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan kemungkinan 
mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya Al-Ḍamighah, tidak dimasukkan ke dalam 
kelompok yajjaj .
c. Al-Jirah
Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan
ahrāf . Anggota badan yang pelukaannya termasuk Jirah ini meliputi leher, dada, 
perut sampai batas pinggul.
Al-Jirah  ini ada dua macam.
1) Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik 
pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.
34
2) Ghair Jaifah, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada 
atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.
d. Tindakan selain yang telah disebutkan di atas
Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan 
pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak ahrāf atau 
menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka yajjaj atau jirah. 
Sebagai contoh dapat dikemukakan, seperti pemukulan pada bagian muka, tangan , 
kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, 
melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.
Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini 
kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian kelima, karena bagian ke lima ini 
adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada ahrāf (anggota 
badan), tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka yajjaj , dan 
tidak pula luka pada jirah.  Dengan demikian akibat perbuatan tersebut sangat ringan, 
sehingga oleh karenannya mungkin lebih tepat untuk dimasukkan pada takzir. 29
3. Sebab-sebab terjadinya penganiayaan berat 
Sebagian kejahatan yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah kejahatan 
terhadap tubuh dan nyawa orang. Hampir setiap hari kita membaca dikoran maupun 
berita di media elektronik sering terjadinya perbuatan-perbuatan penyerangan 
terhadap tubuh dan nyawa ini, baik dilakukan orang pribadi maupun kelompok orang-
                                                          
29Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 183.
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orang bahkan sebagian telah berubah menjadi anarkis.30 Seperti kekerasan, 
pengeroyokan, pembunuhan, bahkan sampai terjadinya pembunuhan.
Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada tindak pidana, jika ia pada 
melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkannya atau setidak-
tidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu31. Maka kehendak ini disebut 
sengaja.
Kejahatan merupakan problem bagi manusia meskipun telah ditetapkan sanksi 
yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan yang belum dapat 
dipecahkan sampai sekarang.
Separovic (weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa:
“Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) 
faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
kecerobohan, dan keterasingan). Dan (2) faktor situasional. Seperti situasi 
konflik, faktor tempat dan waktu.32 Yang memungkinkan terjadinya 
kejahatan.”
Sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan tindakan-tindakan yang
dilarang tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 
sistematis terhadap penduduk sipil.33
Dari hasil wawancara pengakuan beberapa informan penyebab ia melakukan 
penganiayaan yaitu:
                                                          
30Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, h. VIII.
31L.J Van Apeldoron, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht, terj. Oetarid
Sadino, pengantar ilmu hukum (Cet. XXXIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 329.
32Ray Pratama, “faktor-faktor-penyebab-kejahatan”, blog Ray Pratama. http://
raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html (04 februari 2016).
33Crimes again humanity, Icls – Osce-Odihr , h. 7.
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“Permasalahan temankuji ini kodong korbanja ini dipanggilka, tidak 
taumi juga masalahnya temanku. Satuji korban samai cewek tapi tidak ku 
apa-apai itu cewek, delapan orangka sama temanku dua mami bebas DPO ki 
enam ditangkap, satuji yang pake parang, saya semua yang pake parang
kepala sama tangan, cacat seumur hidup, saya pake parang, kepalanya tiga 
kali, tangan satu kali, iye direncanakan sebelumnya”.34
“Tidak ku rencanakan bilang besok  mau memukul mau membunuh, 
tidak. tapi saya rencanakan datangi orang mau bertanya toh kalau mau 
damai tidak berkelahi. Saya yang datangi bertannya kenapa sepupuku kalau 
ke sekolah sering di ambil uangnya baru di pukul.  Dipukul salahnya apa, 
trus dia bilang maumu apa, tapi tidak tau tiba-tiba dia parangika disitumi
berkelahika, satu meninggal tiga cacat , temanku  dua orang, dia 2 orang, 
temanku yang tikammi yang meninggal, tmanku DPO saya suruh sembunyi 
biar saya yang di jalani, biar saya yang tanggung jawab, ada juga yang saya
tikam dua orang cacat seumur hidup. Yang kutikam saya kelaminya, 
perutnya dadanya ususnya hampir putus, tapi beda-beda orangnya.”35
“tidak ada kalau masalah konflik tadi ada itu hari kejadian spontan, kan 
dia datang samaka temanku marah-marah sama teman toh baru selerai, tidak 
punya masalah nda ada punya masalah, karena senior toh, tidak ada rencana 
sebelumnya, saya empat orang temannya korban lebih banyak, dia pertama 
cuma dua pas kejadian banyakmi temannya datang, pake badikka, belakang 
tembus didepan, semua pake badik tapi yang tusuk cuma satu CS ku, ku 
pegang itu korban badannya sendirika pegangi, temanku yang dua 
sementara lewat dijalan dia liatka dipinggir jalan, ribut juga berkelahi juga
sama teman-teman, satuji ditikam karena ituji yang rewa sekali, kan 
sebentar sekali sebentar sekaliji kejadian, pas sudahmi ditikam toh, ribut 
sebentar sekaliji ada juga di tendang di got, yang tikamka disini toh itu yang 
ditendang di got nda ada sudah itu langsung pulang semuami anak-anak dari 
kampus”36
Dalam tindak kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, 
menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku 
                                                          
34Mrik, (16 tahun), Tahanan Lapas Kelas I A Makassar, wawancara, Makassar,27 Januari 
2016.
35 MA, (23 Tahun), tahanan lapas kelas I A Makassar, wawancara, Makassar, 27 januari 2016.
36FS (21), Tahanan Lapas Kelas I A Makassar, Wawancara, Makassar, 27 januari 2016.
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(tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami 
perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara 
kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, menyiksa 
menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. 
Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai 
meninggal dunia37
Lingkungan, tempat, dan waktu. Lingkungan yang kriminal mengacu pada 
kondisi atau keadaan di mana sering terjadi pelanggaran. Apakah itu di dalam 
ruangan atau diluar ? apakah itu pada siang hari atau ditengah malam? Itu terjadi 
biasanya di jalan yang sibuk atau jalan sepi? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini 
tidak hanya membantu dalam menentukan klasifikasi dari suatu pelanggaran, tetapi 
juga menyediakan penilaian motivasi pelaku dan pola perilaku.
Dengan beberapa pelanggaran, lokasi mungkin memiliki banyak acuan yang 
lebih jelas tentang motif dan klasifikasi dari kejadian tersebut dibandingkan dengan 
petunjuk yang lainnya. Contohnya adalah pembunuhan geng jalanan, di mana 
pembunuhan itu umumnya yang disebut tersangka dengan di daerah konflik geng 
(preman). Dalam pelanggaran lainnya, seperti pembakaran untuk kegemparan, 
penyidik mungkin tidak tahu bahwa lokasi di tempat kejadian perkara pemukiman 
sebagai lawan perusakan pembakaran, yang biasanya melibatkan fasilitas pendidikan. 
Untuk menambah informasi ini karakteristik lain dari pembakaran akan sering 
menunjukkan penyidik untuk mengklarifikasikan dan, yang paling penting. Mungkin 
ada motif yang lain.
                                                          
37Abdul Rahman, Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi (Perspektif Hukum 
Nasional, Internasional, dan Hukum Islam), (Cet. I; Makassar; Alauddin University Press, 2012), h.37.
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Berapa lama pelaku tinggal di tempat kejadian? Umumnya jumlah waktu 
pengeluaran pelaku ditempat kejadian sebanding dengan tingkat kenyamanan yang 
terasa melakukan  pelanggaran di lokasi tertentu. Bukti dari pelaku berlama-lama 
akan sering membantu penyelidikan dengan mengarahkan kearah subjek yang tinggal 
atau bekerja didekat TKP, tahu lingkungan dan merasa nyaman disana.38
Syariat Islam telah secara umum melarang melakukan kejahatan dengan 
ancaman hukuman di akhirat, menurut yang dapat menimbulkan kegentaran dalam 
hati kaum beriman untuk berbuat dosa. Kemudian menetapkan pula hukuman-
hukuman duniawi untuk kejahatan-kejahatan tertentu, di samping azab akhirat. 
Dengan demikian, sanksi agama dan sanksi kekuasaan dapat saling membantu dalam 
menyingkirkan kejahatan dan mencegah manusia mengerjakannya.39
4. Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan berat dalam Hukum pidana  
Islam
Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada tiga 
bagian.
1. Hukuman untuk tindak pidana selain jiwa dengan sengaja.
2. Hukuman untuk tindak pidana atas  jiwa yang menyerupai sengaja.
3. Hukuman untuk tindak pidana atas  jiwa karena kesalahan.
Tindak pidana menyerupai sengaja (syibhul ‘amd) dalam tindakan pidana atas 
selain jiwa, dikemukakan oleh Sya’fiiyahdan Hanabilah, sedangkan Imam Abu
                                                          
38John E. Douglas dkk, Crime Classification Manual, terj. Suherwin Pedoman Penggolongan 
Kejahatan (Cet.II; San Fransisco,Jossey-Bass, 2006), h. 9.
39Kurniati, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Suatu Analisis 
Komparatif Antara HAM Dalam Islam dan HAM Konsep Barat), (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 
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Hanifah dan Imam Malik tidak membedakan antara sengaja dan menyerupai sengaja 
dalam kasus ini. Imam Abu Hanifah hanya mengakui perbuatan menyerupai sengaja 
dalam kasus tindak pidana atas jiwa, sedangkan Imam Malik bahkan sama sekali 
tidak mengakuinya, apalagi dalam tindak pidana atas selain jiwa.
Pengelompokan hukuman untuk sengaja, menyerupai sengaja, dan kesalahan 
dalam tindak pidana atas selain jiwa realisasi dan penerapan hukuman didasarkan 
atas berat ringannya akibat yang menimpa sasaran atau objek tindak pidana, bukan 
kepada niat pelaku. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, ditinjau dari segi objek 
atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa dibagi kepada lima bagian, yaitu 
perusakan anggota badan atau sejenisnya, menghilangkan manfaatnya, yajjaj , 
jirah, dan tindakan yang tidak termasuk ke dalam ke empat jenis tersebut. Hukuman 
untuk tindak pidana atas selain jiwa tergantung kepada akibat yang timbul atas kelima 
jenis tindak pidana tersebut, baik perbuatannya dilakukan dengan sengaja maupun 
tidak sengaja (kekeliruan).40
a. Hukuman untuk ibanah (perusakan) ahrāf dan sejenisnya
Ahrāf menurut para fuqaha adalah tangan dan kaki. Pengertian tersebut 
kemudian diperluas kepada anggota badan yang lain sejenis ahrāf , yaitu jari, kuku, 
bulu mata, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung lidah, zakar, biji pelir, telinga, 
bibir, mata, dan bibir kemaluan perempuan. Sedangkan tindakan perusakan ahrāf 
(anggota badan) dan sejenisnya, meliputi tindakan pemotongan, seperti pada tangan 
dan kaki, pencongkelan seperti pada mata, dan pencabutan seperti pada gigi, serta 
tindakan lain yang sesuai dengan jenis anggota badannya.
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Hukuman pokok untuk perusakan ahrāf dengan sengaja adalah qia  , 
sedangkan hukuman penggantinya adalah diat atau takzir. Adapun hukuman pokok 
untuk perusakan ahrāf   yang menyerupai sengaja dan kekeliruan adalah diat
sedangkan hukuman penggantinya adalah takzir.
1. Hukuman qia  
Diatas telah dikemukakan bahwa hukuman qia  merupakan hukuman 
pokok untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sedangkan diat dan takzir
merupakan hukuman pengganti yang menempati tempat qia  . Sehubungan 
dengan hal tersebut, pada prinsipnya hukuman pokok (qia  ). Dan hukuman 
pengganti (diat dan takzir) tidak dapat dijatuhkan bersama-sama dalam satu jenis 
tindak pidana, karena penggabungan hukuman tersebut dapat menafikan karakter 
penggantian. Konsekusensi lebih lanjut dari karakter penggantian ini adalah bahwa 
hukuman pengganti tidak dapat dilakukan kecuali apabila hukuman pokok tidak bisa
dilaksanakan.
Akan tetapi di dalam penerapannya dalam kondisi-kondisi tertentu, mengenai 
penggabungan antara hubungan antara hukuman qia  dan diat, terdapat dua 
pandangan di kalangan ulama. Menurut Imam syafi’I dan sebagian ulama Hanabilah, 
hukuman qia  dapat digabungkan dengan diat apabila qia  tidak mungkin 
dilaksanakan kecuali pada sebagian pelukaan. Dalam kondisi semacam ini, pada 
bagian yang mungkin dilaksanakan qia  , pelaku bisa di- qia  , sedangkan 
pada bagian yang tidak mungkin dilaksanakan hukuman qia  , diganti dengan 
hukuman diat,  dengan demikian dalam kasus semacam ini, hukuman qia  dan 
hukuman diat dijatuhkan bersama-sama dalam satu jenis pelukaan. Menurut pendapat 
Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sebagian fuqaha Hanabilah,  hukuman pokok 
41
(qia  ) tidak mungkin dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pengganti (diat) 
dalam satu jenis pelukaan. Dengan demikian , apabila si pelaku sudah di- qia  
untuk sebagai pelukaan, tidak ada hukuman diat untuk sisanya (sebagian pelukaan 
lainnya). Oleh karena itu dalam kasus semacam ini, korban diwajibkan untuk 
memilih antara qia  tanpa diat, atau langsung mengambil diat saja.41
2. Hukuman diat
Diat adalah bentuk plural, bentuk singulernya adalah diyah ialah kata isim 
dalam bentuk masdar berasal dari kata wada, timbangan dari kata diyah  ialah fi’al
sama dengan kata iddah yang berasal dari kata wa’ada. Sarbini Chatib seperti yang 
dikutip Haliman adalah harta yang wajib oleh karena kejahatan atas orang merdeka 
mengenai jiwa ataupun yang lainnya. 42yang dimaksud dengan diat ialah “denda 
pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh”.43
Hukuman diat merupakan pengganti untuk qia  apabila hukuman qia  
terhalang karena suatu sebab, atau gugur karena sebab-sebab yang baru saja 
dibicarakan. Diat sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana atas selain 
jiwa dengan sengaja. Disamping itu, diat juga merupakan hukuman pokok apabila 
jināyahnya menyerupai sengaja atau kesalahan. 
Diat terbagi atas dua yaitu:
a. Diat kāmilah
                                                          
41Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,  h. 185-186.
42Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, (Cet;I, Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h. 131.
43Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Cett. XXVIII; Bandung, 1995), 
h.432.
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Diat kāmilah atau diat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan 
dan keindahannya hilang sama sekali. Hal ini terjadi dengan perusakan seluruh 
anggota badan jenis, atau dengan menghilangkan manfaatnya tanpa merusak atau 
menghilangkan bentuk atau jenis anggota badannya itu.
Anggota badan yang berlaku diat yang sempurna ada empat kelompok, yaitu 
sebagai berikut.




















(h) Telur kemaluan laki-laki,
(i) Bibir kemaluan perempuan,
(j) Pinggul,
(k) Tulang rahang,
3) Anggota yang terdiri dari dua pasang, yang termasuk dalam kelompok ini 
adalah
(a) Kelompok mata, dan
(b) Bulu mata.
4) Anggota yang terdiri dari lima pasang atau lebih
(a) Jari tangan,
(b) Jari kaki, dan
(c) Gigi
Apabila terjadi pencabutan gigi karena tidak disengaja maka tidak berlaku 
hukuman diat, ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi melalui Imran bin Husain Ra, 
yang didalamnya disebutkan :
 ٍﻞُﺟَر َﺪَﯾ ﱠﺾَﻋ ﺎًﻠُﺟَر ﱠنَأ ٍﻦْﯿَﺼُﺣ ِﻦْﺑ َناَﺮْﻤِﻋ ْﻦَﻋ ْﺖَﻄَﻘَﺴَﻔُھَﺪَﯾ َعَﺰَﺘْﻧﺎَﻓ
ُهﺎَﯾﺎَﻨَﺛ ْوَﺄُﮭُﺘﱠﯿِﻨَﺛ
 ُﮫﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺼِﮭﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻌُﮭﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﮫﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ىَﺪْﻌَﺘْﺳﺎَﻓ
 َﻚﯿِﻔﯿِﻓ ُهَﺪَﯾ َعَﺪَﯾ ْنَأ ُهَﺮُﻣآ ْنَأ ﻲِﻧُﺮُﻣْﺄَﺗ ﻲِﻧُﺮُﻣْﺄَﺗﺎَﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ
َﻛﺎَﮭُﻤَﻀْﻘَﺗَﺪَﯾ ْﺢَﻓْدا ُلﺎْﺤَﻓْا اﺎُﻤَﻀْﻘَﯾﺎَﻤ
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                                                         ﺎَﮭْﻋِﺰَﺘْﻧا ﱠﻢُﺛ ﺎَﮭﱠﻀَﻌَﯾ ﻰﱠﺘَﺣ َك
       
Terjemahnya :
Dari Imran bin Hushain RA, bahwa ada seorang lelaki yang menggigit 
tangan lelaki lain. Lalu dengan gerak refleks, lelaki yang digigit itu menarik 
tangannya hingga menyebabkan gigi bagian depan lelaki yang menggigit 
itu copot. Setelah itu lelaki tersebut mengadukan permasalahannya kepada 
Rasulullah SAW. Namun Rasulullah malah berkata kepadanya, "Apa yang 
kamu inginkan dariku? Apakah kamu menginginkanku supaya menyuruh 
orang yang kamu gigit itu untuk membiarkan tangannya berada di dalam 
cengkraman gigitan gigi-gigimu, sebagaimana yang biasa dilakukan 
binatang jantan? Kalau kamu menginginkan yang seperti itu, berikan saja 
tanganmu untuk digigit olehnya?44
b. Diat ghair kāmilah
Diatas telah dikemukakan bahwa diat ghair kāmilah berlaku dalam ibanah al-
ahrāf , apabila jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, sedangkan 
sebagian lagi masih utuh. Diat ghair kāmilah atau irsy ini berlaku untuk semua jenis 
anggota badan yang tunggal (tanpa batasan) maupun yang berpasangan.
Dalam perusakan anggota badan yang tunggal (tanpa batasan), irsy berlaku 
apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota badan. Dalam perusakan hidung 
misalnya, irsy berlaku pada pemotongan sebagian lidah yang mengakibatkan kurang 
sempurnanya perkataan, atau perusakan lidah yang bisu. Dalam pemotongan zakar, 
irsy berlaku pada pemotongan zakar yang tidak ada hasyafah-nya.45
b. Hukuman Untuk Menghilangkan Manfaat Anggota Badan
Menghilangkan manfaat anggota badan tidak berarti menghilangkan jenis 
anggota badan itu sendiri. Artinya, dalam hal ini yang hilang hanya memanfaatnya 
                                                          
44 Muhammad Muhsin Khan, The Translation Of  Meaning Of Sahih Bukhari Arabic-English 
Vol. IX, (Islamic University Medina Al-Munawwara, Medina, t.th), h. 20.
45Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h.195-197
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saja, sedangkan jenis anggota badannya juga turut hilang atau rusak maka perbuatan 
tersebut termasuk merusak anggota badan (ibnah al-ahrāf ), karena manfaat itu 
mengikuti anggota badan.
Manfaat anggota badan ada yang menyatu dengan anggota badan dan ada pula 
yang terpisah. Kemampuan memegang menyatu dengan tangan, sedangkan 
kemampuan mendengar (daya pendengaran) terpisah dari telinga. Jenis manfaat 
anggota badan ini, seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, yang mengutip 
pendapat sebagian ulama, ada dua puluh jenis bahkan lebih. Diantara jenis manfaat 
anggota badan tersebut adalah daya akal, pendengaran mani (imna’), penghamilan 
(ihbah), persetubuhan air seni (ifdha’), daya gerak (bathsyu), dan berjalan.
Hukuman untuk tindak pidana menghilangkan manfaat anggota badan ini 
adalah sebagai berikut.
1. Hukuman Qia  
Meskipun faktor kesulitan untuk melaksanakan hukuman jarimah qia  
dalam tindak pidana menghilangkan manfaat ini sangat besar, namun menurut jumhur 
fuqaha selama hal itu memungkinkan, tetap diupayakan untuk melaksanakannya. 
Apabila qia  betul-betul tidak memungkinkan untuk dilaksankan maka pelaku
dibebani hukuman diat.
2. Hukuman Diat
Dalam hal manfaat yang terpisah dari anggota badannya, apabila anggota 
badan hilang atau rusak karena suatu tindak pidana dan manfaatnya juga turut lenyap 
maka dalam kasus ini pelaku dikenakan dua diat, yaitu diat anggota badan dan diat
manfaat. Contohnya apabila seseorang memukul bagian telinga dan diat pendengaran.
Menurut mazhab syafi’I dan Hanbali, manfaat anggota badan yang dapat 
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diberlakukan hukuman diat tidak terbatas kepada manfaat-manfaat tertentu saja, 
melainkan mencankup semua jenis anggota badan yang memiliki manfaat. Manfaat-
manfaat yang disebutkan hanya sekedar contoh dari beberapa jenis manfaat jenis 
manfaat saja yang apabila lenyap maka diat.








g) Rasa (dżaq) ,
h) Jima’ dan keturunan,
i) Perubahan warna kulit, dan
j) Berdiri dan duduk.46
c. Hukuman Untuk ṡyajjaj
1. Hukuman Qia  
Dari sebelas jenis yajjaj yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah di atas 
hanya satu jenis yang disepakati oleh para fuqaha untuk dikenakan hukuman qia  
, yaitu muhihah. Muhihah sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah 
pelukaan yang agak dalam sehingga memotong atau merobek selaput antara daging 
                                                          
46Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h.208-210.
47
dan tulang, sehingga tulang tersebut kelihatan. Sedangkan jenis-jenis yajjaj diatas 
muhihah, yaitu hashyimah, munqilah, al-mamah, dan Al-Ḍamighah. 
2. Hukuman Diat
Yang diberikan untuk yajjaj adalah diat ghair kāmilah atau yang disebut 
dengan irsy (ganti rugi). Untuk yajjaj di bawah muhihah para ulama telah 
sepakat bahwa dalam kasus ini tidak ada irsy muqaddar (ganti rugi yang tertentu). 
Dengan demikian, untuk yajjaj sebelum (dibawah) muhihah hanya berlaku
hukumah, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. 
d. Hukuman Untuk Jirah
Sebagaimana telah di muka, jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain 
wajah, kepala, dan ahrāf ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas  pinggul. 
Jirah ini ada dua macam.
1. Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik 
pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.
2. Ghair jaifah, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota 
badan tersebut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.
Hukuman untuk jirah ini adalah qia  . Apabila qia  tidak bisa 
dilaksanakan, maka diganti dengan diat.
a) Hukuman Qia  
Hukuman qia  untuk jirah ini diperselisihkan oleh para fukaha. Imam 
Malik berpendapat bahwa qia  berlaku pada semua jirah, baik lukanya munqilah
maupun hasyimah. Alasannya adalah qia  dengan keseimbangan masih 
memungkinkan, kecuali kalau menimbulkan kekhawatiran. Sedangkan untuk jaifah
tidak berlaku hukuman qia  .
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b) Hukuman Diat
Hukuman diat untuk ghair jaifah adalah hukumah. Sedangkan ganti rugi 
untuk jaifah adalah sepertiga diat.
e. Hukuman untuk bagian yang kelima 
Apabila tindak pidana atas selain jiwa tidak menimbulkan luka pada ahrāf , 
tidak pula menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan yajjaj , dan tidak 
pula jirah, menurut pendapat kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku 
hukuman qia  . Tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk dan 
tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman qia  apabila tidak meninggalkan 
bekas.
Menurut Syamsu Ad-Din Binal-Qayyim Al-Jauziyah, di dalam penempelengan dan 
pemukulan juga berlaku hukuman qia  , berdasarkan firman Allah QS al-
Nahl/16:126
  
   
    




“Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan balasan 
yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu akan tetapi jika 
kamu bersabar, Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang 
yang sabar”.47
Ayat di atas menjelaskan tentang kesepadanan dalam hukuman dan perbuatan.48
f. Diat untuk perempuan dalam tindak pidana atas selain jiwa
Para ulama berpendapat tentang ketentuan diat untuk perempuan. Imam 
Maliki membatasi  ketentuan tersebut dengan dua hal sebagai berikut.
1. Menyatunya perbuatan atau yang disamakan hukumanya dengan menyatukan 
perbuatan
Adapun yang dimaksud dengan menyatukan perbuatan adalah sebuah pukulan 
walapun mengenai beberapa tempat. Contohnya seperti seseorang yang memukul 
korban dengan sebuah pukulan yang mengenai kedua tangannya sekaligus, atau 
mengenai tangan dan kakinya. Sedangkan yang dimaksud dengan yang disamakan 
hukumnya dengan satunya perbuatan adalah berulang-ulangnya pukulan pada satu 
kesempatan, baik pukulan tersebut mengenai satu tempat atau lebih. Dalam kondisi 
tersebut inilah berlaku diat penuh bagi wanita yang sama dengan diat (irsy) laki-laki 
jika tidak lebih dari sepertiga diat. Apabila lebih dari sepertiga diat, ganti rugi untuk 
perempuan hanya separuh dari ganti rugi untuk laki-laki. Hikmah ketetapan ini adalah 
berupa manfaat harta, sedangkan syariat telah menetapkan bahwa kadar hak harta 
bagi wanita adalah separuh dari laki-laki, seperti harta waris. Ini merupakan bentuk 
                                                          
47Kementerian  agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya (Cet. I; Bandung: Syaamil Quran, 2012), 
h. 158.
48Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h.117.
50
keadilan yang serasi dengan kenyataan pribadi setiap laki-laki dan wanita, dan selaras 
dengan tabiat keduanya49
2. Menyatunya tempat atau objek
Adapun yang dimaksud dengan menyatukan objek adalah yang menjadi objek 
pelukaan atau pemukulan adalah satu tempat, baik itu perbutannya itu satu pukulan 
atau beberapa kali pukulan. Sebagai contoh seseorang memukul seorang wanita yang 
mengenai tangan kanannya dan memotong tiga jarinya. Dalam hal ini ganti ruginya 
adalah tiga puluh ekor unta, karena jumlah ini belum mencapai sepertiga diat50.
                                                          
49Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi 
Dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Cet.I; Bandung; CV Pustaka Setia, 2013), h. 248.





Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan 
suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah 
tertentu yang memerlukan jawaban.1
1. Jenis dan lokasi Penelitian
a. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kualitatif lapangan, Yaitu jenis 
penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan 
sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.
                                                          
1Rinawssuryani. “penegertian metode dan metodolog”. Blog 
rinawssuryani. http://rinawssuryani.blogspot.com/2013/04/pengertian-metode-




Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini memiliki lokasi pada 
Pengadilan Negeri Makassar dan Lapas kelas 1 A Makassar, dengan argumentasi 
bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian.
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mengambil beberapa 
aturan atau ketentuan yang ada mengenai delik penganiayaan yang bersumber 
dari hukum pidana Islam dan KUHP.
b. Pendekatan Normatif syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan 
mempelajari dan menelaah ayat Al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan 
penjelasan, terutama dalam hukum pidana Islam.
3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode 
pengumpulan data primer dan sekunder
a. Sumber Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian 
lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu kegiatan langsung ke lapangan 
dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk 
memperoleh keterangan yang lebih jelas .
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b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui field research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan 
bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya. 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri 
Makassar  dan lapas kelas 1 A Makassar dengan kegiatan pengumpulan data primer 
dan sekunder.
1) Data pustaka, yaitu data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penyusun berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan tersebut dan buku-buku, peraturan perundang-undangan 
dan publikasi lainnya yang dipandang ada kaitannya dengan objek penelitian 
yang dijadikan pembahasan. Library research adalah berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan 
publikasi lainnya.
4.  Metode Pengumpulan Data
Penelitian menggunakan teknik penggumpulan data dengan observasi 
wawancara dan dokumentasi.
a. Observasi adalah suatu proses yang kompleks suatu yang tersusun dari berbagai 
proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan panca 
indera.
b. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informan dan ide melalui 
Tanya jawab, sehingga dapat dikomunikasikan makna dalam suatu topik tertentu. 
c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Makassar, seperti tulisan yang berupa 
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gambar atau foto sebagai pelengkap dari kegunaan metode observasi dan 
wawancara dalam analisis kulitatif.
5. Instrumen Penelitian 
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, 
maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen 
penelitian. Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena dalam 
maupun sosial yang diamati. Penelitian sendiri sebagai instrumen dalam penelitian 
kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan 
penelitian  adalah sebagai berikut:
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara 
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 
daftar pertanyaan.
b. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 
sumber data yang diangap penting.
c. Kamera, berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan 
dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan 
keabsahan dan akan lebih terjamin.
d. Tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan 
dengan informan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberi 
tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan 
cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder, 
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lalu diklarisifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga 
diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis sebagai berikut:
a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data tertulis.
b. Kategorisasi data yaitu proses data dengan cara memilah-milah data, sebagai 
berikut:
1) Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan 
masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu pada data tersebut.
2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevasi dan kesahihan data yang akan dideksripsikan dalam 
menemukan jawaban permasalahan.
3) Reduksi data adalah mengurangi data yang tidak sesuai dengan topik dimana 
data tersebut dihasilkan dari penelitian.
c. Analisis data 
Dalam analisis data menggunakan Interpretasi data dengan cara 
menerjemahakan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif 
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, 
mengklarifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan 
kode sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
7. Pengujian keabsahan data
Suatu penelitian pada derajat keilmuan data penelitian. Maka suatu penelitian 
dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan 
yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar 
56
objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitinnya.
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validasi hasil 
penelitian, peneliti dituntut menigkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan 
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.
Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian 
kreadibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan 
dengan sumber data lainnya, misalnya, triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan 
metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi triangulasi yang dimaksud pada 
penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tindak pidanaPenganiayaan Perspektif KUHP 
1. Analisis tindak pidana penganiayaan perspektif KUHP
Dalam perspektif KUHP tindak pidana perbuatan yang dilakukan dalam 
delik penganiayaan diatur di dalam buku ke II pada Bab XX.
Dalam hukum pidana positif pembagian keduanya berdasarkan atas berat 
ringannya tindakan, akibat yang ditimbulkan serta unsur-unsur lain yang ada, 
seperti adanya perencanaan terlebih dahulu dan lain sebagainya.
Kemudian jika kita lihat dari pembagian jenis penganiayaan menurut 
KUHP terdapat beberapa jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu 
penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dan juga 358 KUHP.
Untuk mengetahui penganiayaan dalam kasus tersebut masuk pada jenis 
yang mana perlu diketahui unsur-unsur yang menyertainya, seperti pada Pasal 353 
dan 355 KUHP, yang berbunyi :
Pasal 353
1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun. 
2. Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang bersalah dikenakan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun 
Sedangkan Pasal 355 berbunyi :
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1. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
Maka harus ada unsur perencanaan terlebih dahulu dalam penganiayaan itu 
atau pada Pasal 358 KUHP yang berbunyi :
Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggapan 
masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia dihukum :
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, 
jikapenyerangaan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat;
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan 
atau perkelahian itu berakibat matinya orang.
Maka harus ada sebuah peristiwa perkelahian atau penyerbuan sehingga 
mengakibatkan lukaa berat. Apabila perbuatan tersebut dapat dimasukkan ke 
dalam salah satu jenis penganiayaan diatas, maka tindak pidana pembunuhan 
dianggap tidak ada.
Sedangkan apabila matinya janin itu dikategorikan pada pembunuhan, 
maka pasal yang berkenaan adalah Pasal 347 KUHP tentang pengguguraan janin 
tapa persetujuan si ibu. Dalam pasal tersebut dijelaskan :
1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan 
seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
59
2. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
B. Tindak pidana penganiayaan perspektif hukum pidana Islam
1. Analisis dari segi Hukum Pidana Islam
Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain 
jiwa ini, yaitu:
a. Ditinjau dari segi niatnya
1) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja yaitu pelaku sengaja 
melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya 
itu mengenai dan menyakiti orang lain.
2) Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja yaitu pelaku memang 
sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali 
tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain
b. Ditinjau dari Luka Objek/Sasarannya
Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa, baik 
sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian.
1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya
Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan 
perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan 
anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini 
termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, 
bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, 
jenggot, kumis, bibir kemaluan, perempuan, dan lidah.
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2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap 
utuh
Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat 
dari badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, 
apabila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang 
maka perbuatannya termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota 
badan.Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya 
pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, 
bersetubuh, dan lain-lain.
3) Ay-yajjaj
Yang dimaksud dengan Asy- Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian 
muka dan kepala.Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk 
kelompok keempat, yaitu jirah.
Menurut Imam Abu Hanifah, yajjaj itu adalah sebelas macam.
(a) Al-kharihah, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai menghilangkan 
darah.
(b) Ad-Dami’ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan perdarahan, tetapi darahnya 
tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.
(c) Ad-Damiyah,  yaitu pelukaan yang yang mengakiabtakan mengalirkan darah.
(d) Al-Bahi’ah , yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
(e) Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam daripada 
Al-Bahi’ah.
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(f) Al-Simhaq, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga 
kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. Selaputnya itu sendiri 
disebut juga shimhaq .
(g) Al-Muhihah, yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau 
merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.
(h) Al-Hayimah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau 
memecahkan tulang.
(i) Al-Munqilah, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang, 
tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
(j) Al-Ammah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada 
ummud dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak.
(k) Ad-amighah, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak 
sehingga otaknya kelihatan.
4) Al-Jirah
Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan 
athraf.
Anggota badan yang pelukaannya termasuk Jirah ini meliputu leher, dada, perut 
sampai batas pinggul.
Al-Jirah  ini ada dua macam.
a) Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik 
pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.
b) Ghair Jaifah, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau 
perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.
5) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas
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Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan 
pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak ahraf atau 
menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka yajjaj atau jirah.
2. Kesenjangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia
Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia agak tersendat dengan 
berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.Pemerintah Belanda 
berusaha menekan umat Islam dengan menghambat pemberlakuan hukum Islam 
secara resmi dengan dibuatnya aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam.
Sejak pemerintah Belanda hengkang dari bumi nusantara, keberadaan 
hukum Islam mulai dianggap signifikan dan mendapat perhatian yang baik di 
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Usaha 
mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya seperti 
semula terus dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan.
Meskipun usaha menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum dasar 
nasional tidak berhasil pada waktu itu, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya 
berbagai upaya dilakukan oleh para pemimpin dan pemikir Islam untuk 
menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam pembangunan 
hukum nasional. Pada tahun 1991 pemerintah Indonesia memberlakukan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 
1991. KHI ini terdiri dari tiga buku yang semuanya merupakan bagian dari hukum 
perdata Islam, yakni buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum 
Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI ini merupakan 
pegangan para hakim agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
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yang menjadi wewenangnya di Pengadilan Agama. KHI ini hanya berlaku bagi 
umat Islam yang berperkara dalam hal perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.
Dengan demikian, jelaslah bahwa KHI yang merupakan kumpulan aturan-
aturan mengenai hukum Islam di Indonesia belum menjangkau semua bidang yang 
ada dalam bagian hukum Islam. Salah satu bidang yang sama sekali tidak 
disinggung dalam hal ini adalah hukum pidana Islam. Oleh karena itu, jika umat 
Islam berperkara dalam hal pidana atau kriminal, tidak bisa ditemukan aturannya 
dalam KHI tersebut, bahkan Pengadilan Agama – tempat diterapkannya KHI –
tidak mempunyai wewenang mengadili masalah-masalah yang menyangkut pidana 
yang dilakukan oleh umat Islam. Karena itulah HPI harus benar-benar disiapkan 
secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung 
mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni al-Quran, Sunnah, dan ijtihad 
pada ulama (kitab-kitab fikih).
C. Penerapan Pasal 354 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat 
(Putusan Nomor 428/Pid.B/2014/PN.MKS). 
1. Posisi Kasus
Bahwa terdakwa Muhammad Asdar Alias Bin Sarabba baik bertindak 
secara bersama-sama dengan Haslinda alias Linda Binti Malalla (berkas 
terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari sabtu tanggal 
19 oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan oktober 2013 bertempat di rumah tersangka yang terletak 
di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4 kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya 
kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Makssar, dengan terang-terangan dan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap si korban 
Sri Haerani alias Rani yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut 
dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: 
Bermula ketika saksi korban Sri Haerani alias Rani dengan 
mengendarai sepeda motor datang kerumah terdakwa di BTN Hartaco 
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Delta Mas Blok G 4 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar  
dengan maksud menagih utang terdakwa Muhammad Asdar dan 
sesampainya saksi korban didepan rumah terdakwa untuk mengetuk pintu 
pagar rumah terdakwa, beberapa saat kemudian istri terdakwa yakni pr. 
Haslinda alias Linda (berkas perkara terpisah) membuka pintu dan 
menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam ruang tamu rumah tersebut, 
didalam ruang tamu tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa dan 
pr. Haslinda alias Linda (berkass terpisah) dan kedua anak terdakwa yang 
masih kecil, kemudian pada saat saksi korban menanyakan tentang utang 
terdakwa istrinya langsung tersinggung karena saksi korban mengatakan 
“lebih baik permasalahan utang piutang ini kita bicarakan saja dikantor 
polisi supaya ada titik terangnya karena saya juga sudah butuh” namun 
mendengar hal tersebut istri terdakwa yakni Pr. Haslinda alias Linda emosi 
dan mengatakan “mauko penjarakan suamiku ?” hingga akhirnya terjadi 
pertengkaran, karena saksi korban takut terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan saksi korban meminta ijin pulang dan beranjak dari tempat 
duduknya hendak keluar, akan tetapi terdakwa mengikuti saksi korban 
sehingga istri terdakwa yakni pr. Haslinda alis Linda marah-marah, dan 
tiba-tiba terdakwa dari belakang memukul saksi korban dengan 
menggunakan batu kali yang mengena pada kepala saksi korban dari 
belakang dan memukul saksi korban dengan batu sehingga saksi korban 
jatuh lagi, dan memukul lagi secara berulang-ulang kearah kepala saksi 
korban, korban dipegang dan dibenturkan kelantai dan kepala saksi korban 
ditindis dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa meminta martil 
atau palu-palu kepada istrinya yakni Pr. Haslinda alias Linda kemudian 
memukul saksi korban dibagian kepala sebelah kiri dan lutut sebelah kiri 
dam memukul bagian tubuh lainnya dan istri terdakwa yakni Pr. Haslinda 
alias Linda memeriksa nadi saksi korban sambil mengatakan “masih 
hidupki pak” lalu terdakwa memukuli lagi bagian kepala, badan, kaki, 
tangan dan kearah muka saksi korban dengan menggunakan martil atau 
palu-palu dan tangan, kemudian pr. Haslinda alias Linda juga ikut 
memukuli saksi korban dengan balok-balok, setelah dipukul saksi korban 
dibawa oleh terdakwa menuju kemotor saksi korban dan pr.Haslinda alias 
Linda dan ketika mereka berada di BTP motor yang dikendarai oleh 
terdakwa bertabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Ilham sehingga 
terdakwa, saksi korban dan pr. Haslinda alias Linda terjatuh, dan warga 
yang berada disekitar tempat tersebut berdatangan sehingga terdakwa dan 
pr.haslinda alias Linda meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan 
saksi korban tergeletak dijalan, hingga akhirnya saksi korban dibawa 
kerumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo oleh orang yang tidak diketahui 
identitasnya.
Akibat dari perbuatan terdakwa dan pr.haslinda alias Linda (berkas 
perkara terpisah) saksi korban Sri Haerani alias Rani mengalami luka-luka 
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sesuai visum et Refertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 
Nomor : HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dibuat
dan ditanda tangani  oleh dr. Jerny Dase, SH, SPF,M.Kes. Dengan 
kesimpulan sebagai berikut:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur dua 
puluh delapan tahun nomor rekam medic 633317, pada tanggal dua puluh 
bullan oktober tahun dua ribu tiga belas pukul dua puluh tiga nool-nol 
waktu Indonesia tengah sampai dua puluh enam oktober tahun dua ribu 
tiga belas pukul enam nol-nol waktu Indonesia bagian tengah. Pada orang 
tersebut ditemukan luka robek pada daerah atas mata sebelah kiri ukuran 
tiga kali satu sentimeter, luka robek pada daerah dahi sebelah kanan 
ukuran dua kali nol koma lima sentimeter dan dua kali satu sentimeter, 
luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran  dua kali satu sentimeter, 
luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan dua kali sentimeter pada 
area pelipis sebelah kiri, tidak ada perdarahan aktif dan pembengkakan. 
Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan 
benda tumpul.Akibatnya pada mata kanan korban mengalami perdarahan 
dibawah selaput mata disertai penglihatan ganda serta korban 
membutuhkan tindakan operasi untuk pembersihan dan perbaikan jaringan 
luka.Setelah perawatan, korban membaik dan diijinkan pulang untuk 
kontrol kembali di Poliklinik Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo.
Dari posisi kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa 
telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat baik sendiri maupun 
bersama-sama, dan telah melanggar pasal 354 KUHP.
2. Dakwaan jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada 
Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara.
a. Dakwaan Kesatu Primair
Bahwa terdakwa Muhammad Asdar alias Bin Sarabba baik 
bertindak secara bersama-sama dengan Haslinda alias Linda Binti 
Malalla (berkas terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada 
hari sabtu tanggal 19 oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2013 bertempat di rumah 
tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4 kel. Sudiang 
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Raya Kec. Biringkanaya kota Makassar atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makssar, 
dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
terhadap orang yakni terhadap si korban Sri Haerani alias Rani yang 
mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan 
cara antara lain sebagai berikut: 
Bermula ketika saksi korban Sri Haerani alias Rani dengan 
mengendarai sepeda motor datang kerumah terdakwa di BTN Hartaco 
Delta Mas Blok G 4 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota 
Makassar  dengan maksud menagih utang terdakwa Muhammad Asdar 
dan sesampainya saksi korban didepan rumah terdakwa untuk mengetuk 
pintu pagar rumah terdakwa, beberapa saat kemudian istri terdakwa yakni 
pr. Hasllinda alias Linda (berkas perkara terpisah) membuka pintu dan 
menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam ruang tamu rumah tersebut, 
didalam ruang tamu tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa dan 
pr. Haslinda alias Linda (berkas terpisah) dan kedua anak terdakwa yang 
masih kecil, kemudian pada saat saksi korban menanyakan tentang utang 
terdakwa istrinya langsung tersinggung karena saksi korban mengatakan 
“lebih baik permasalahan utang piutang ini kita bicarakan saja dikantor 
polisi supaya ada titik terangnya karena saya juga sudah butuh” namun 
mendengar hal tersebut istri terdakwa yakni Pr. Haslinda alias Linda 
emosi dan mengatakan “mauko penjarakan suamiku ?” hingga akhirnya 
terjadi pertengkaran, karena saksi korban takut terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan saksi korban meminta ijin pulang dan beranjak dari tempat 
duduknya hendak keluar, akan tetapi terdakwa mengikuti saksi korban 
sehingga istri terdakwa yakni pr. Haslinda alis Linda marah-marah, dan 
tiba-tiba terdakwa dari belakang memukul saksi korban dengan 
menggunakan batu kali yang mengena pada kepala saksi korban dari 
belakang dan memukul saksi korban dengan batu sehingga saksi korban 
jatuh lagi, dan memukul lagi secara berulang-ulang kearah kepala saksi 
korban, korban dipegang dan dibenturkan kelantai dan kepala saksi 
korban ditindis dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa 
meminta martil atau palu-palu kepada istrinya yakni Pr. Haslinda alias 
Linda kemudian memukul saksi korban dibagian kepala sebelah kiri dan 
lutut sebelah kiri dam memukul bagian tubuh lainnya dan istri terdakwa 
yakni Pr. Haslinda alias Linda memeriksa nadi saksi korban sambil 
mengatakan “masih hidupki pak” lalu terdakwa memukuli lagi bagian 
kepala, badan, kaki, tangan dan kearah muka saksi korban dengan 
menggunakan martil atau palu-palu dan tangan, kemudian pr. Haslinda 
alias Linda juga ikut memukuli saksi korban dengan balok-balok, setelah 
dipukul saksi korban dibawa oleh terdakwa menuju kemotor saksi korban 
dan pr.haslinda alias Linda dan ketika mereka berada di BTP motor 
motor yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan motor yang 
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dikendarai saksi Ilham sehingga terdakwa, saksi korban dan pr. Haslinda 
alias linda terjatuh, dan warga yang berada disekitar tempat tersebut 
berdatangan sehingga terdakwa dan pr.haslinda alias Linda meninggalkan 
tempat tersebut dan membiarkan saksi korban tergeletak dijalan, hingga 
akhirnya saksi korban dibawa kerumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 
oleh orang yang tidak diketahui identitasnya.
Akibat dari perbuatan terdakwa dan pr.Haslinda alias Linda 
(berkas perkara terpisah) saksi korban Sri Haerani alias Rani mengalami 
luka-luka sesuai visum et Refertum dari RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Nomor : HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal 20 
Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani  oleh dr. Jerny Dase, SH, 
SpF,M.Kes. dengan kesimpulan sebagai berikut:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur 
dua puluh delapan tahun nomor rekam medic 633317, pada tanggal dua 
puluh bullan oktober tahun dua ribu tiga belas pukul dua puluh tiga nool-
nol waktu Indonesia tengah sampai dua puluh enam oktober tahun dua 
ribu tiga belas pukul enam nol-nol waktu Indonesia bagian tengah. Pada 
orang tersebut ditemukan luka robek pada daerah atas mata sebelah kiri 
ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek pada daerah dahi sebelah 
kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter dan dua kali satu 
sentimeter, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran  dua kali satu 
sentimeter, luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan dua kali 
sentimeter pada area pelipis sebelah kiri, tidak ada perdarahan aktif dan 
pembengkakan. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat 
persentuhan dengan benda tumpul.Akibatnya pada mata kanan korban 
mengalami perdarahan dibawah selaput mata disertai penglihatan ganda 
serta korban membutuhkan tindakan operasi untuk pembersihan dan 
perbaikan jaringan luka.Setelah perawatan, korban membaik dan 
diijinkan pulang untuk control kembali di Poliklinik rumah sakit wahidin 
sudirohusodo.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 170 ayat ke (2) ke-2 KUHP.
b. Dakwaan Kesatu Subsidair
Bahwa terdakwa Muhammad Asdar alias Bin Sarabba baik 
bertindak secara bersama-sama dengan Haslinda alias Linda Binti 
Malalla (berkas terpisah) maupun bertindak seecara sendiri-sendiri pada 
hari sabtu tanggal 19 oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2013 bertempat di rumah 
tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4 kel. Sudiang 
Raya Kec. Biringkanaya kota Makassar atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makssar, 
dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
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terhadap orang yakni terhadap si korban Sri Haerani alias Rani yang 
mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa 
sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP
c. Dakwaan Kedua Primair
Bahwa terdakwa Muhammad Asdar alias Bin Sarabba baik 
bertindak secara bersama-sama dengan Haslinda alias Linda Binti 
Malalla (berkas terpisah) maupun bertindak seecara sendiri-sendiri pada 
hari sabtu tanggal 19 oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2013 bertempat di rumah 
tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4 kel. Sudiang 
Raya Kec. Biringkanaya kota Makassar atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makssar, 
dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
terhadap orang yakni terhadap si korban Sri Haerani alias Rani yang 
mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa 
sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 354 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
d. Dakwaan Kedua Subsidair
Bahwa terdakwa Muhammad Asdar alias Bin Sarabba baik bertindak 
secara bersama-sama dengan Haslinda alias Linda Binti Malalla (berkas 
terpisah) maupun bertindak seecara sendiri-sendiri pada hari sabtu 
tanggal 19 oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam bulan oktober 2013 bertempat di rumah tersangka 
yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4 kel. Sudiang Raya 
Kec. Biringkanaya kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makssar, dengan 
terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap 
orang yakni terhadap si korban Sri Haerani alias Rani yang 
mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa 
sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
e. Dakwaan Kedua Lebih Subsidair 
Bahwa terdakwa Muhammad Asdar alias Bin Sarabba baik 
bertindak secara bersama-sama dengan Haslinda alias Linda Binti 
Malalla (berkas terpisah) maupun bertindak seecara sendiri-sendiri pada 
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hari sabtu tanggal 19 oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2013 bertempat di rumah 
tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4 kel. 
Sudiang Raya Kec. Biringkanaya kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makssar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan 
kekerasan terhadap orang yakni terhadap si korban Sri Haerani alias 
Rani yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan 
terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-KUHP
f. Dakwaan Ketiga Primair
Bahwa terdakwa Muhammad Asdar alias Bin Sarabba baik 
bertindak secara bersama-sama dengan Haslinda alias Linda Binti 
Malalla (berkas terpisah) maupun bertindak seecara sendiri-sendiri pada 
hari sabtu tanggal 19 oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2013 bertempat di rumah 
tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4 kel. 
Sudiang Raya Kec. Biringkanaya kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makssar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan 
kekerasan terhadap orang yakni terhadap si korban Sri Haerani alias 
Rani yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan 
terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
g. Dakwaan Ketiga Subsidair
Bahwa terdakwa Muhammad Asdar alias Bin Sarabba baik 
bertindak secara bersama-sama dengan Haslinda alias Linda Binti 
Malalla (berkas terpisah) maupun bertindak seecara sendiri-sendiri pada 
hari sabtu tanggal 19 oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2013 bertempat di rumah 
tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4 kel. 
Sudiang Raya Kec. Biringkanaya kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makssar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan 
kekerasan terhadap orang yakni terhadap si korban Sri Haerani alias 
Rani yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan 
terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas.
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
3. Tuntutan Penuntut Umum  
Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut 
Umum kepada Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun 
tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor regitrasi perkara : PDM-
34/MKS/EP/02/2014. yang pada pokoknya meminta Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
a. Menyatakan terdakwa Muhammad Asdar alias Asdar Bin Sarabba 
bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat” yang 
dilakukan sebagaimana penuntut umum dalam dakwaan kedua 
primair: melanggar pasal 354 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Asdar alias 
Asdar Bin Sarabba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 
(lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
c. Menyatakan barang bukti berupa;
 1(satu) buah martil hitam
Dipergunakan dalam perkara An.Haslinda binti Malalla
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
4. Amar Putusan 
Dalam putusan Nomor 428/Pid.B/2014/PN.MKS Hakim memutuskan 
MENGADILI
a. Menyatakan terdakwa Muhammad Asdar Alias Asdar Bin Sarabba telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“penganiayaan berat”;
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
Selama 4 (empat) tahun
c. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana dijatuhkan
d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
e. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah martil warna hitam di 
pergunakan dalam perkara an. Haslinda Binti Mallala
f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua lima 
ratus rupiah);
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5. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada Nomor 
428/Pid.B/2014/PN.MKS
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat 
keputusan yang akan dijatuhkan kepada. terdakwa. Dalam pengambilan keputusan 
ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada 
dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan 
suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak 
asasi yang dimiliki oleh terdakwa.
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya berlandaskan pada fakta-fakta 
yang terungkap di muka persidangan berupa maka dakwaan yang dianggap 
terbukti adalah dakwaan kedua yakni:
Primair : melanggar pasal 354 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair : melanggar pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
Lebih subsidair: melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis Hakim akan 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar alasan sebagai alasan yang 
dapat meringankan atau yang dapat memberatkan pidana terdakwa, dimana 
berdasarkan wawancara dengan hakim yang bertugas mengadili perkara ini yaitu, 
Muhammad Damis, S.H.,M.H, beliau mengatakan bahwa:
“Satu dan untuk terbuktinya seseorang yang terbukti melakukan 
suatu tindak pidana yang di dakwakan  harus dua syarat lagi yang di 
penuhi, dua variabel ini harus dipenuhi yang pertama, dengan minimal 
dua alat bukti, hakim memperoleh keyakinan, bahwa dia telah benar-
benar perbuatan it benar-benar bersalah  baru bisa orang itu dinyatakan 
terbukti jangan dibalik, jangan keyakinan dulu, baru terbukti kalau itu 
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melanggar asas praduga tidak bersalah itu tidak boleh dilakukan  nah, 
apa lagi, orang yang di jatuhi saksi ada dua sebab yah ada aktusreus dan 
menstrea dan dia harus terbukti syarat untuk dinyatakan terbukti bukan 
syarat pemidanaan itu, syarat untuk dinyatakan terbukti itu kan ada dua, 
ok, jadi penjatuhan saksi ini yang persoalan pastikan kita menyinggung 
begini dalam penjatuhan saksi terhadap pelaku penjatuhan tindak  pidana 
paling tidak yang kita bisa lihat disitu adalah sifat dari perbuatan yang 
dilakukan ini juga menjadi variabel yang dijadikan parameter yang 
menetukan beratnya hukuman , sifat dari kejahatan yang ia lakukan 
kalau sadis kan pasti akan disertakan kan, efek itu lagi dalam menetukan 
berat ringannya, dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan yang 
dilakukan, nah ini keadaan ini kan ada dua  didalam menjatuhkan 
hukuman ada dua nah tulis ini, dalam menjatuhkan hukuman kepada 
pelaku tindak pidana haruslah dipertimbangkan yah keadaan yang 
memberatkan dan meringankan yang bersangkutan, tadi itu yang 
memberatkan misalnya agak sadis cara melakukan kejahatan dan itu 
sudah mencuri sudah begini terlalu besar nilai yang dicuri kan begitu 
kalau yang sudah mengulangi yang melakukan tindak pidana sudah pasti 
karena yang ini di atur dalam undang-undang jadi istilah hal yang 
memberatkan diatur dalam secara konstitusinal dalam undang-undang, 
mengulangi tindak pidana itu kalau yang meringankan kan ada faktor 
sosial misalnya dia belum pernah dihukum  sopan selama persidangan, 
kan, mempunyai tanggungan keluarga ,bisa jadi variabel yang 
meringankan masih berusia muda itu juga jadi pertimbangan”
Oleh karena dakwaan kedua yang disusun dalam bentuk subsidaritas maka 
terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan kedua : primair melanggar pasal 354 ayat 
(1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:
a. Unsur Barangsiapa 
b. Unsur sengaja
c. Unsur melukai berat orang lain
Hasil analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1) Unsur barang siapa
Bahwa pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan 
pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah /janji 
dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Muhammad Asdar alias 
Asdar Bin Sarabba adalah orang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak 
pidana yang didakwaan kepadanya.
Selama persidangan Muhammad Asdar alias Asdar bin Sarabba dapat 
memahami dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan 
oleh majelis hakim dan penuntut umum maupun penasehat hukum, dengan 
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demikian kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya 
tidak perlu diragukan lagi.
Sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi.
2) Unsur sengaja 
Menurut memori penjelasan (memorie van tolechting) yang dimaksudkan 
dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan meginsyafi” terjadinya suatu 
tindakan beserta akibatnya. Unsur kesengajaan dsini haruslah ditafsirkan secara 
luas, jadi tidak semata-mata sebagai opzet als orgmerk, (kesengajaan sebagai 
maksud) selain melainkan juga sebagai opzet bij zekerheid of noodzakelijkheids 
bewutzijn.
3) Unsur melukai berat orang lain
Bahwa yang dimaksud dengan melukai berat orang berdasarkan pasal 90 adalah;
a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama 
sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan pekerjaan 
pencarian;
c. Kehilangan salah satu panca indera;
d. Mendapat cacat berat;
e. Menderita sakit lumpuh;
f. Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu;
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:
Hal-hal yang memberatkan :
1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri (terrdakwa terlalu 
memperturutkan emosinya).
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat.
3. Terdakwa berbelit-belit dalam dalam memberikan keterangan
Hal-hal yang meringankan:
1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
Adanya bukti 1(satu) buah martil hitam
Dari uraian-uaraian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan memunuhi semua 
unsur-unsur rumusan tindak pidana “penganiayaan berat” yang didakwakan dalam 





Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam rumusan KUHP tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX 
pada buku ke II KUHP dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358, dan pada 
tindak penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352, 356 dan 357 dan untuk  
penganiayaan berat terdapat pada pasal 351,353,354,355 dan juga 358 KUHP.
2. Dalam hukum pidana Islam tindak penganiayaan ditinjau dari segi niatnya dan 
objek/sasarannya, dan hukuman yang diberikan yaitu berupa  diat dan qia.
dan hukum pidana islam sendiri belum diberlakukan di Indonesia dan masih 
menggunakan KUHP, namun dalam perkara perkawinan, kewarisan, dan 
perwakafan telah diberlakukan KHI ( kompilasi Hukum Islam) dalam 
memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya di 
Pengadilan Agama.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana putusan perkara pidana No. 
428/ Pid.B/ 2014/ PN.MKS dengan memenuhinya unsur-unsur rumusan tindak 
pidana penganiayaan berat , serta adanya bukti dan keyakinan hakim menjadi hal 
penting untuk menjadi acuan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Tindak pidana penganiayaan berat dapat membahayakan bagi tubuh dan jiwa 
dan telah diatur dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam maka dari 
itu kita sebagai manusia yang menjujung tinggi moral dapatlah kita pahami 
dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari tindak penganiayaan berat tersebut 
agar terciptanya suatu tatanan sosial yang harmonis dalam bermasyarakat.
2. Penganiayaan pada tubuh manusia dapat diminimalisir apabila setiap warga 
negara Indonesia lebih mengetahui dan mengerti apa yang dinamakan dengan 
hukum yang terdapat dalam KUHP. Pemerintah lebih dituntut untuk 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga setiap orang lebih 
mengerti dengan hukum.
3. Dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah juga melihat dari segi 
sosiologis apakah terdakwa melakukan karena adanya faktor eksternal dari 
pelaku yang membuat melakukan penganiayaan ataukah hanya sekedar luapan 
emosi yang tak terkendali dan  berujung pada tindakan kriminal.
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PEDOMAN WAWANCARA
Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik 
berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data 
teruji validitas dan reabilitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara sebagai 
berikut :
A. Pertanyaan Untuk Narapidana, Mrik 16 tahun yaitu:
1. Apa yang menyebabkan anda melakukan penganiayaan?
Jawaban: 
Tidak, temanaku ini kodong korbanja ini, dipanggilka 
2. Apakah anda mempunyai permasalahan sebelumnya dengan korban ?, 
jawaban: 
Temanku punya masalah
3. Apakah anda merencanakan sebelumya akan menganiaya korban ? 
Jawaban:
Iye
4. Apakah anda dibantu orang lain untuk melakukan penganiayaan ?  
Jawaan: 
delapan orangka sama temanku, dua orang bebas karena tidak didapatki DPO 




6. Bagian tubuh yang mana sajakah yang anda pukul ? 
Jawaban: 
Kepala sama tangan 




8. Berapa kalikah anda memukul korban ?
Jawaban: 
Semua empat kali, tangannya satu kali, kepalanya tiga kali.
B. Pertanyaan Untuk Narapidana, MA 23 tahun yaitu:
1. Apa yang menyebabkan anda melakukan penganiayaan?
Jawaban:
Tidak ada mauja bicara baik-baik
2. Apakah anda mempunyai permasalahan sebelumnya dengan korban ?
Jawaban:
Selalu napalak sepupuku
3. Apakah anda merencanakan sebelumya akan menganiaya korban ?
Jawaban:
Tidak ada niatku rencanakani, mauja bicara baik-baik




5. Apakah anda menggunakan alat untuk menganiaya ?
Jawaban:
Pake parang 
6. Bagian tubuh yang mana sajakah yang anda pukul ?
Jawaban:
Tidak ada , setikam jenis kelaminnya.




8. Berapa kalikah anda memukul korban ?
Jawaban:
Setikam itu jenis kelaminnya
C. Pertanyaan Untuk Narapidana, FS 21 tahun yaitu:
1. Apa yang menyebabkan anda melakukan penganiayaan ? 
Jawaban: 
Duduk-duduk ka langsung datang marah-marah, 
2. Apakah anda mempunyai permasalahan sebelumnya dengan korban ? 
Jawaban :
tidak ada kalau masalah konflik tidak ada itu hari kejadian spontan, kan dia 
datang samaka temanku marah-marahiki baru selerai 
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3. Apakah anda merencanakan sebelumya akan menganiaya korban ?
Jawaban :
Tidak
4. Apakah anda dibantu orang lain untuk melakukan penganiayaan ?  
Jawaban :
Saya pegang itu orang temanku yang tikammi
5. Apakah anda menggunakan alat untuk menganiaya ? 
Jawaban:
Pake badik
6. Bagian tubuh yang mana sajakah yang anda pukul ? 
Jawaban:
Belakangnya tembus perutnya








D. Pertanyaan untuk Hakim, Muhammad Damis,S.H., M.H
1. Apa pertimbangan bapak dalam memberikan sanksi terhadap pelaku 
penganiayaan berat ?
Jawaban:
“Satu dan untuk terbuktinya seseorang yang terbukti melakukan suatu 
tindak pidana yang di dakwakan  harus dua syarat lagi yang di penuhi, dua
variabel ini harus dipenuhi yang pertama, dengan minimal dua alat bukti, 
hakim memperoleh keyakinan, bahwa dia telah benar-benar perbuatan itu 
benar-benar bersalah  baru bisa orang itu dinyatakan terbukti jangan 
dibalik, jangan keyakinan dulu, baru terbukti kalau itu melanggar asas 
praduga tidak bersalah itu tidak boleh dilakukan  nah, apa lagi, orang yang 
di jatuhi saksi ada dua sebab yah ada aktusreus dan menstrea dan dia harus 
terbukti syarat untuk dinyatakan terbukti bukan syarat pemidanaan itu, 
syarat untuk dinyatakan terbukti itu kan ada dua, ok, jadi penjatuhan saksi 
ini yang persoalan pastikan kita menyinggung begini dalam penjatuhan 
saksi terhadap pelaku penjatuhan tindak  pidana paling tidak yang kita bisa
lihat disitu adalah sifat dari perbuatan yang dilakukan ini juga menjadi 
variabel yang dijadikan parameter yang menetukan beratnya hukuman , 
sifat dari kejahatan yang ia lakukan kalau sadis kan pasti akan dibertakan 
kan, efek itu lagi dalam menetukan berat ringannya, dampak sosial yang 
ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, nah ini keadaan ini kan ada dua  
didalam menjatuhkan hukuman ada dua nah tulis ini, dalam mejatuhkan 
hukuman kepada pelaku tindak pidana haruslah dipertimbangkan yah 
keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersangkutan, tadi itu 
yang memberatkan misalnya agak sadis cara melakukan kejahatan dan itu 
sudah mencuri sudah begini terlalu besar nilai yang dicuri kan begitu kalau 
yang sudah mengulangi yang melakukan tindak pidana sudah pasti karena
yang ini di atur dalam undang-undang jadi istilah hal yang memberatkan 
diatur dalam secara konstitusional dalam undang-undang, mengulangi 
tindak pidana itu kalau yang meringankan kan ada faktor sosial misalnya 
dia belum pernah dihukum  sopan selama persidangan, kan, mempunyai 
tanggungan keluarga ,bisa jadi variabel yang meringankan masih berusia 
muda itu juga jadi pertimbangan”
